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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak

ada, tempat kediaman |
.  <abupaten  Fakfak,

sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak
ada, tempat kediaman di Dahulu Termohon Bertempat
Tinggal I
I <-bupaten Fakfak. Dan sekarang
Tidak di katahui alamatnya Di seluruh Wilayah RI., sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak

pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor
I -/ ~f, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada

tanggal 14 Juli 2012 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
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Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Teang, Kabupaten Fakfak, sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : _ tanggal 14 Juli
2012.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah orang tua Pemohon selama satu malam kemudian Termohon
meninggalkan Pemohon tanpa ijin kepada Pemohon pada tanggal 14 juli
tahun 2012 sampai dengan sekarang.

3.Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul);

4. Bahwa Pemohon telah mengkonfirmasi kepada keluarga Termohon
tetapi mereka pun tidak mengetahui keberadaan Termohon.

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada
Pengadilan Agama Fakfa Cq. Majelis Hakim yang manangani perkara ini
berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon).
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
SUBSIDER :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut melalui mass media yaitu RRI Fakfak dan tidak ternyata
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ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.
1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor [ .
atas nama, Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal
12 September 2015, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai
dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi
tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah, Nomor | | . 2tas nama
Rahman Woretma (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan
Agama Fakfak Tengah pada tanggal 16 Nopvember 2020, Bukti
fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,
dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan
telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2), diberi
tanggal dan paraf;
B. Bukti Saksi.
Saksi 1, Saksi 1 Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Danaweria,
RT.06, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah,
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memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari
awal tidak harmonis karena pada saat mereka menikah keesokan
harinya Termohon sudah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon
sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 9
(sembilan) tahun, dan tidak diketahui tempat tinggalnya serta tidak
kembali sampai sekarang;
- Bahwa Ada upaya untuk mencari Termohon sudah dilakukan,

dan nomor hand phone (HP) Termohon juga tidak aktif;

Saksi 2, Saksi 2 Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sorpeha,
Kelurahan Danaweria, RT.07, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak,
di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah

suami isteri;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal di rumah orang tua Pemohon;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari
awal tidak harmonis karena pada saat mereka menikah keesokan
harinya Termohon sudah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon
sampai sekarang;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Termohon pergi dari rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 9
(sembilan) tahun, dan tidak diketahui tempat tinggalnya serta tidak
kembali sampai sekarang;

- Bahwa Ada upaya untuk mencari Termohon sudah dilakukan,
dan nomor hand phone (HP) Termohon juga tidak aktif;

- Bahwa Pencarian kepada keluarga Termohon sudah dilakukan,

namun mereka juga tidak tahu di mana Termohon berada sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak
mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
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Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) malam kemudian
Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ijin kepada Pemohon pada tanggal
14 Juli tahun 2012 sampai dengan sekarang, bahwa antara Pemohon dan
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabla
dukhul), bahwa Pemohon telah mengkonfirmasi kepada keluarga Termohon
tetapi mereka pun tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya
telah menyampaikan alat-alat bukti berupa, surat P1. Dan P.2 serta
mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-
masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (Fotokopi KTP atas hama
Pemohon) bahwa ia saat ini Pemohon bertempat tinggal di Wilayah

Kabupaten Fakfak, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan
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Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Duplikat Kutipan
Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta
otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah,
telah menikah tanggal 14 Juli 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon
merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in
judictio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, kedua orang saksi
Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175
R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon
tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.,
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sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran
dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti tertulis (P.1 dan P.2)
serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dari Pemohon serta semua dalil
Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta fakta yang disimpulkan
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 14 Juli 2012 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Teang, Kabupaten Fakfak,
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/06 /VI1/2012, tanggal 14
Juli 2012;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan tidak pernah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (gabla dukhul) lalu 1 (satu)
hari setelah akad nikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga
sekarang tidak diketahui alamatnya dan tidak ada kabar beritanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Termohon melalui
nomor HP Termohon namun nomor tersebut telah tidak aktif lagi;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup sebagaimana layaknya
suami istri, serta Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari
2 (dua) tahun, karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya
tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum ;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit
untuk dipertahankan;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan
ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah
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tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 (sembilan) tahun, dan tidak
ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak
dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk

itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri
dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara
lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu),
mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling
ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi
dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon hal tersebut sudah tidak
terjadi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk
menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka
perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal

ini sejalan dengan goidah fighiyah yaitu :

Artinya:“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat,
maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana
diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan
suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa

sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga,
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maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang
termaktub dalam Kitab Muhadhzab 1l Halaman 177, yang selanjutnya
dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

ai adde wslS pl e Sladl e slasll
Artinya : “Memutus perkara terhadap orang yang ghaib adalah boleh jika
terdapat bukti-bukti yang cukup”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya
permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki
cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi
tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan
Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
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50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Sugianto,S.Ag sebagai Hakim
Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nasir Maswatu,
S.HI sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto,S.Ag
Panitera,

ttd

Nasir Maswatu, S.HI.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
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- Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  490.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 12.000,00
Jumlah :Rp 612.000,00

(enam ratus dua belas ribu rupiah).
Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



